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Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD Diserahkan

PALU- Tren opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah
Kabupaten Tolitoli tahun 2010 dinyatakan
meningkal dari sebelumnya tahun 2009 yang
mengalami disclaimer, menjadi wajar dengan
pengecualian (WDP) tahun 2010. Dengan
demikian, dari empat daerah yang hasil
pemeriksaan atas LKPD yang disampaikan
‘oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi
Sulteng, Dadang Gunawan, Kamis kemarin

(76 5). Tolitoli menjadi satu-satunya daerah
“naik kelas™ dan menyamakan posisi
dengan tiga daerah lainnya

Sementara tiga dacrah la\nnya. yaitu masing-
masing, Kabupaten Donggala, Banggai dan
Touna, tren opini atas LKPD tiga Kabupaten
ituadalah tetap, atau tidak terdapat peningkatan
akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan

- daerah. Ketiga daerah itu memperoleh opini

WDP, sama seperti tahun 2009 sebelumnya,

juga memperoleh opini WDP.
Naiknya tren opini atas LKPD Tolitoli itu,
disambut positif oleh Ketua DPRD Tolitoli,
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Aziz Bestari yang juga hadir saat
itu. Kata Aziz, hal itu dinilainya

positif. Namun demikian,-

pihaknya *~  tetap akan
menindaklanjuti hasil
pemeriksaan ' itu, pada

pembahasan anggaran di DPRD
Tolitoli. Sementara Bupati
Tolitoli, Saleh Bantilan,
mengatakan, pihaknya akan
terus meningkatkan pengelolaan

keuangan, sehingga LKPD akan”

lebih baik.

Dia juga mengaku akan
mengganti pimpinan SKPD
yang tidak patuh terhadap
aturan yang berlaku. “Saat ini
tren opini atas LKPD Tolitoli
dinyatakan meningkat,
makanya saya akan terus
berupaya agar terus meningkal
dimasa mendatang, saya juga
tekankan SKPD jangan sampai
ada yang korupsi, saya
penjarakan kalau ada yang
berani korupsi,” serunya.

Ale, sapaan akrab politisi
Partai Patriot ini, saat
memberikan
meminta bimbingan dari BPK-
RI perwakilan Sulteng, agar di
daerah tidak terjadi
penyalahgunaan pengelolaan
keuangan, karena
ketidaktahuan aparat pengelola
keuangan. Bupati Ale bersama
Ketua DPRD Aziz Bestari
sepakat meminta BPK untuk
turun ke Kabupaten Tolitoli
guna memberikan pelatihan
atau workshop kepada aparat
daerah, khususnya Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).

sambutan,

“Banyak aparat kita takut
melakukan berbagai kegiatan,
karena takut salah, kalau sudah
begini pembangunan menjadi
sulit,” jelasnya.

Opini WDP untuk LKPD
Tolitoli itu menurut Dadang
Gunawan, disebabkan adanya
pembatasan lingkup
pemeriksaan, antara lain,
pertama, sisa uang persediaan
mtahun 2009 dan 2010 sebesar
Rp590 juta lebih, yang secara
fisik tidak dalam penguasaan
bendahara pengeluaran.
Kedua, nilai aset tetap pada
neraca per 31 Desember 2010
tidak berdasarkan laporan
barang milik daerah (LBMD)
tahun 2010 yang memuat
seluruh daftar aset dan
dilengkapi dengan dokumen
kepemilikannya. Ketiga,
realisasi pendapatan retribusi
daerah belum mencakup
pendapatan dana program
Jamkesmas sebesar Rp834 juta
lebih dan dana askes sosial
sebesar Rp200 juta lebih pada
Dinas Kesehatan yang tidak
disetorkan ke kas daerah dan
digunakan langsung.

Kata Dadang, cakupan
pemeriksaan atas LKPD

Kabupaten Tolitoli tahun 2010 °

senilai Rp794,52 miliar
meliputi neraca sebesar
Rp57,52 miliar yang terdiri atas
aset senilai Rp56,67 miliar,
sedangkan kewajiban senilai
Rp0,84 miliar dan LRA sebesar
Rp737 miliar yang terdiri atas
pendapatan senilai Rp428,85
miliar dan belanja senilai
Rp308,15 miliar. “Jumlah
temuan senilai Rp14 miliar atau

1,76 persen dari cakupan
pemeriksaan,” jelasnya.

Sementara untuk Kabupaten
Tojo Unauna, berdasarkan
hasil pemeriksaan atas LKPD
kabupaten yang dipimpin oleh
Damsik Ladjalani itu, opini
yang diberikan oleh BPK juga
WDP  (wajar  dengan
pengecualian). Opini WDP
terhadap LKPD Kabupaten
Touna itu untuk ketiga kalinya
diterima oleh Kabupaten
berslogan Sivia Patuju itu,
sejak tahun 2008-2010.
Sementara untuk tahun 2007,
Kabupaten Touna mendapat
disclaimer opinion.

Kata Dadang, Cakupan
pemeriksaan atas LKPD
Kabupaten Touna tahun 2010
senilai Rp2,18 triliun meliputi
neraca sebesar Rpl,40 triliun
yang terdiri atas aset senilai
Rp1,40 triliun, dan kewajiban
senilai Rp190,59 juta dan LRA
sebesar Rp778,47 miliar yang
terdiri atas pendapatan senilai
Rp415,19 miliar dan belanja
senilai Rp363,28 miliar.
“Temuan senilai Rp5,50 miliar
atau 0,25 persen dari cakupan
pemeriksaan,” jelasnya. Pada
penyerahan LKPD kemarin,
dihadiri oleh Bupati Touna
Damsik Ladjalani dan Ketua
DPRD Touna, Samsurijal
Labatjo.

Untuk Kabupaten Banggai
yang kemarin, mendapat giliran
pertama penyerahan LKPD
juga mendapat opini WDP.
Hanya saja, tidak seperti tiga
daerah lainnya, yang dihadiri
Ketua DPRD dan Bupati
masing-masing daerah. Dua

petinggi daerah paling ujung
Provinsi Sulteng itu, tidak
terlihat hadir, Bupati Banggai
Ma’mun Amir’hanya diwakili
oleh Sekda Kabupaten Banggai
Musir A Madja dan Ketua +
Dewan Kabupaten Banggai
hanya diwakili oleh Wakil
Ketua dewan.

Menurut keterangan Kepala
Perwakilan BPK RI Provinsi
Sulteng, Dadang Gunawan,
cakupan pemeriksaan atas
LKPD Kabupaten Banggai
tahun 2010 senilai Rp!.2
triliun meliputi neraca sebesar
Rp143,84 miliar yang terdiri
atas asct senilai Rp143.78
miliar, sedangkan kewajiban
senilai Rp58,25 juta dan LRA
sebesar Rp1,06 triliun
terdiri atas pendapatan seni
Rp595.21 miliar dan belanja
senilai Rp411,07 miliar serta
pembiayaan senilai Rp51,64
miliar. Jumlah temuan seni
Rp12,55 miliar atau 1,05
persen  dari  cakupan
pemeriksaan. Dengan opini
WDP itu, LKPD Kabupaten
Banggai usudah tiga tahun
berturut-turut memperolch
opini yang sama. Makanya
pada kesempatan itu, Musir A
Madja berharap agar seluruh
SKPD memperbaiki kinerja,
untuk mencapai opini wajar
tanpa pengecualian atau
“naik kelas” pada tahun-

tahun mendatang. “Harapan
kami, tahun-tahun
mendatang, Banggai bisa

memperoleh opini yang lebih
baik yakni wajar tanpa
pengecualian.”
tandasnya.(fer)










